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K ebijakan pemerintah kolonial terhadap perfilman di Hindia Belanda tergantung kepada satu hal. Y aitu,
semakin menguatnya penonton pribumi memasuki pasaran perfilman, dalam arti pengkonsumsi bentuk film.
Bilafilm-film itu secara_nuansa _dapat memberikan hasil relatif positif terhadap pemerintah kolonial
tentulah kebijakan pemerintah kolonial tidak akan mengutak-katik keberadaan bentuk perfilman ini. Yang
terjadi adalah, penonton pribumi yang ketikaitu menjadi penonton aktif di bioskop banyak mengkonsumsi
film-film keluaran Hollywood yang jel as-jelas memperlihatkan kebrutalan orang barat, ketidak efektifan
hukum yang dipergunakan. Kesemuanya ini jelas-jelas akan mengaburkan pandangan orang pribumi
terhadap orang barat. Citrayang kemudian ditakutkan oleh pemerintah kolonial adalah orang pribumi
melihat orang baratbukan sebagaimana yang telah diracik oleh pemerintah kolonial dengan ujudnya
menjadikan orang barat orang nomor satu di Hindia Belanda yang secara tak tertulis menyiratkan bahwa
orang baratlah yang harus dicontoh dalam hidup sehari-hari orang pribumi. Ketidak sinkronan ini
menyebabkan pemerintah kolonial mengambil kebijakan. Kebijakan menghentikan masuknya film import
amat mustahil, karena bentuk hiburan film ketika itu bisa dikatakan menjadi mata pencaharian cukup baik
bagi beberapa orang Belanda dan Indo Belanda. Untuk itulah pemerintah kolonial mengambil dua kebijakan.
Pertama, kebijakan memperketat jaringan perluasan pemutaran film import. Ini ditempuh dengan
pembentukan komisi sensor serta hak dan wewenang anggota komisi sensor. Sayangnya, komisi sensor ini
tidaklah terikat dengan lembaga apapun dalam birokrasi kolonial. Sehingga anggota komisi sensorpun tidak
bertanggung jawab secaraformal terhadap kekuasaan pemerintah. Hal ini tercermin dengan direvisinya
beberapa kali kebijakan pemerintah kolonial akan komisi sensor film ini. Kebijakan kedua adalah membantu
dasar hukum peredarannya serta menyokong fasilitas pembuatannya. Namun konsekuensi yang harus dibuat
adalah film-film produksi di Hindia Belanda haruslah dapat menyiratkan pula bagai mana rendahnya moral
dan tidak taatnya orang pribumi dengan hukum yang ada. Hal ini dikaitkan dengan keinginan pemerintah
kolonial untuk menyemakan citra buruk orang barat dalam fil Genre Hollywood dengan film produksi dalam
negeri. Kondisi inilah yang tidak disadari oleh pemerintah Indonesia setelah tampuk kedaulatan diakui oleh
seluruh bangsa di mukaini. Jadilah kemudian persinggungan yang ada adalah monopoli film dalam
kerangka mengindonesiakan film Indonesia. Bukan berupaya memberikan alternatif citralain terhadap film-
film buatan dalam negeri.
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